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BUPATI OGAN KOMERING 1LIR
PROVINHI HUMATHIA BELATAN

PIEATURAN BUPATEOGAN BORMIHIHG T
NOMOW L TAHLIN 2035

TINTANC

PURUBAHAN KIEDUA ATAS PISRATURAN BUPATI OGAN BOMERIING 1141

NOMOR A TATUN 2024 TENTANG Mt AAR A

ANCOARAN PIENDAPATAN DAN BIELANIA DARIAH

TAHUN ANGOARAN 20725

DISNOAN RAHMAT TUHAN Y ANC MAHA 155A
BUPATE OGAN KOMIGIING 11412,

Menlmbang | &, bahwa  menindaklanjutt — Instroksl  Presiden  Mepublik

Mengingat

jdih.kaboki.go.id

Indonesla Nomor 1 Tahun 2026 tentang, Vfisiensl 1elanjs
Dalam  Pelakisanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  belanja
Negara  dan  Anggaran  Pendapatan  Velanjs  Dacrah
Tahun  Anpgaran 2026, Keputusan  Menterl  Keusngan
Republile  Indonesla  Nomor 29  Tahun 2025  tentang
Penyesuntan Rinclan Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut
Provinsl/Kabupaten/Kota  Tahun  Anggaran 2025  Dalam
Rangka Iifisiensl  Delanjs  Dalam  Pelaksansan  Anggaran
Pendapntan dan Belanfa Negara dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,  maka perlu
dilakukan penyesualan terhadap Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggraran 2025,

b, bahwa  berdasarkan  hasfl  rapat  Tim  Anggaran

C,

1 1,

Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ogan  Komering i
Tangpal 9 April 2025, maka perlu melakukan penyesuaian
terhadap Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan  Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025,

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang  Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati
Ogan  Komering lir  Nomor 44 Tahun 2024 tentang
Penfabaran Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268), sebagaimana telah berapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Perpajakan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 7031);

9, Peraturan. ...
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Y, Peratutan  Pemetintah Momor 109 Tahun 2000
tetitanig,  Kodudukan  Keuanigan  Kepals  Daetah dan
Wakdl Kepuls Duerabe (Lembatan Hegara Republik Indonesis
Tahun 2000 Homor 210, Tambmhan  Lembaran Negprs
Republik Indotiesia Netmior 4028),

10, Veraturan - Vemerintah - Notoor 273 Tahun 2005 tentang
Penpelolnnn Keuanpgan Hindan Layanan Ui
(Losmbatan  Hegpra  Kepublik  Indonesia Tahun 2005
Notor 48, Tambahan Lembaran Negata Hepublik Indeonesia
Notor 4507) ssbagimana telab diubal dengan PVeratiran
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2017 tentang Verubahan
PVersturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang,
Pengelolasn Keuangan Badan Layanan Umurm  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Noraor
5340);

11, Persturan  Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010  tentang
BStandar  Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran  Negata
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12, Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinasn dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

13, Peraturan Pemerintsh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan — Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16, Peraturan Pemerintzh Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan  Transfer ke Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesiz Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran legara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan. ...
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17. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2025

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1777);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453
Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis
Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan  Obat
dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian
Tahun Anggaran 2025

93. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah  (Lembaran Daerah  Kabupaten

Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 11);

24. Peraturan. ...
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24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 2024 Nomor 5);

25. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 14);

26. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir

Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 2024 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

Pasal 1
Semula
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 288.814.181.625,00
b. Pendapatan Transfer Rp. 2.250.950.500.119,00
Jumlah Pendapatan Rp. 2.539.764.681.744,00
2. Belanja
a. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai Rp. 1.050.571.276.893,00
2. Belanja Barang dan Jasa Rp.  757.493.994.550,00
3. Belanja Hibah Rp. 32.684.319.332,00
4. Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,00
Jumlah Belanja Operasi Rp. 1.840.749.590.775,00
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b. Belanja. ...
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b. Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah Rp. 476.000.000,00
2, Bclanj'a Modal Peralatan dan Mesin Rp. 42.263.673.388,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 67.515.160.000,00
4, Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi Rp. 169.564.623.154,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 9.973.820.025,00
6. Belanja Modal Aset Lainnya Rp. 435.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Rp. 290.228.276.567,00
¢. Belanja Tidak Terduga Rp. 10.000.000.000,00
d. Belanja Transfer
1. Belanja Bagi Hasil Rp. 19.285.698.994,00
2. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 428.666.157.400,00
Jumlah Belanja Transfer Rp. 447.951.856.394,00
Jumlah Belanja Rp. 2.588.929.723.736,00
Defisit Rp. (49.165.041.992,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 54.165.041.992,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 49.165.041.992,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan NIHIL
Menjadi
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 288.814.181.625,00
b. Pendapatan Transfer Rp. 2.148.538.739.119,00
Jumlah Pendapatan Rp. 2.437.352.920.744,00
2. Belanja

jdih.kaboki.go.id

a. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Hibah
4. Belanja Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi

b. Belanja Modal
1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4, Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
6. Belanja Modal Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal

Rp.
Rp.

Rp.

Rp

1.051.898.848.390,00
806.734.617.547,00
34.985.379.332,00
0,00

Rp.

1.893.618.845.269,00

Rp. 1.251.000.000,00
Rp. 47.814.765.037,00
Rp. 115.598.114.371,00
Rp. 274.218.394.829,00
Rp. 9.973.820.025,00
Rp. 435.000.000,00
Rp. 449.291.094.262,00

¢. Belanja. ...
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¢. Belanja Tidak Terduga Kp. 10.000.000.000,00

d. Belanjn Tranafer

1. Belanja Bagi Hasil Rp. 44.672.391.675,00
2. Belanja Bantuan Keuangan Rp. . 469,270,035,002,00
Jumlah Belanja Transfer Rp.  503,942.926.677,00
Jumlah Belanja Rp. 2.856.6862.6606,208,00
Definit Rp.  (410.499,945,404,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.  424.499.945.,404,00
b. Pengeluaran Pembiayann Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp.__419,499,945,404,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan MNIHILL

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering [lir Nomor
44 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci dalam
Lampiran [ Peraturan Bupat ini.

Pasal 3

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 44
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering llir Nomor 44
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk
belanja Hibah dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Illa dan Lampiran IIIb
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering llir Nomor 44
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja
Bantuan Sosial dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IVa dan Lampiran IVb
Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 44
Tahun 2024 tentang  Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk

" Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dirinci lebih lanjut dalam Lampiran
Va dan Lampiran Vb Peraturan Bupati ini.

Pasal 7. ...
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Pasal 7

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 44
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran Vla, Lampiran VIb dan Lampiran Vic Peraturan Bupati ini.

Pasal Il

Pelaksanaan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering llir
Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu AgunE

pada tanggal | Apr! 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR
Diundangkan di Kayu Agung

MUCHENDI MAHZAREKI
pada tanggal 1\ Aprik 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

S

-—
ASMAR WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025 NOMOR 13

Paraf Herarkd Paraf Koordinasi
Sekretaris Daerah Kab. OKI
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan £ Kepala Bagian Hukum l 1’\,
Pit. Kepala BPKAD Kab. OKI / v

BPKAD, Bid. Anggaran, Local Disk (D), Perubahan Kedua Pada APBD Tahun Anggaran 202
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